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ABSTRAK 

 

Politik dan hukum merupakan dua hal yang diibaratkan sebagai dua sisi mata 

uang yang punya hubungan erat. Politik diartikan kegiatan dalam suatu sistem politik 

menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem tersebut. Pengambilan keputusan 

(decision making) menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan 

skala prioritas. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public 

goals). Sementara hukum sama halnya dengan ilmu politik sulit untuk membuat satu 

pengertian dan batasan yang dapat diterima semua pihak. Ilmu hukum sifatnya 

normatif dan selalu mencari unsur keadilan, dimana kupasan mengenai negara 

hukum (rechtsstaat) menekankan perasaan keadilan (sense of justice) merupakan 

basis dari sistem norma yang mendasari negara. Positivisasi hukum Islam ke dalam 

hukum nasional sebagai jawaban keinginan umat Islam supaya dapat diadopsi 

dengan baik. Artinya pemositivan hukum Islam perlu memperhatikan dasar filosofi 

sebagai landasan yang tidak dapat dikesampingkan. Artinya, dengan positivisasi 

hukum Islam dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum Islam materiil 

maupun hukum formil. formalisasi hukum Islam dalam rangka politik pembangunan 

hukum (legal development) atau pengembangan hukum Islam (legal building) 

tersebut ke dalam tata hukum nasional tidak cupup hanya terbatas pada formalisasi 

belaka, tetapi lebih jauh adalah bagaimana hakikat dan substansi hukum Islam 

tersebut tidak tergeser atau berkurang nilainya, disebabkan oleh cara pandang 

hukum yang formalistis tersebut.  

 

Kata kunci: politik pembangunan, pengembangan hukum, tata hukum, hukum 

Islam. 

 

  

A. PENDAHULUAN. 

Membicarakan tentang politik hukum banyak ahli hukum yang berbeda 

pendapat dalam merumuskan pengertian, batasan ruang lingkup, maupun metode 

kajiannya. Politik dan hukum merupakan dua hal yang berbeda, tetapi dapat 

diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai hubungan erat.
1
 Politik dapat 

diartikan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut 

proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Pengambilan keputusan 

                                                 
1
Dalam kamus ilmu politik dikenal istilah politik (politics) dan sistem politik (political system), 

atau terkadang juga politik (politicking) dalam arti bermain politik atau sesuatu peristiwa atau kegiatan 

yang dipolitikkan. Sementara bila mengambil pengertian hukum dari Hans Kelsen yang berlatar belakang 

positivist adalah “Law is an order of human behavior. An “order” is a system of rules. Law is not, as it is 

sometimes said, a rule. It is a set of rules having the kind of unity we understand by a system..... Lihat, 

Bintan R. Saragih, Politik Hukum, (Bandung: CV.Utomo, 2006), hlm 5-9.      
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(decision making) mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik tersebut 

menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari 

tujuan yang dipilih. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public 

goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk 

partai politik dan kegiatan orang seorang.
2
 Sementara hukum sama halnya dengan 

ilmu politik sulit untuk membuat satu pengertian dan batasan yang dapat diterima 

semua pihak. Ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur 

keadilan, dimana kupasan menganai negara hukum (rechtsstaat) yang menekankan 

bahwaperasaan keadilan (sense of justice) merupakan basis dari sistem normayang 

mendasasri negara.
3
 

 Ada yang berpendapat bahwa politik hukum adalah suatu sikap tentang 

bagaimana cara memilih (politic als ethic) dan cara menentukan (politic als technic) 

sesuatu yang sudah ditentukan melalui mekanisme kenegaraan. Artinya hubungan 

antara hukum dengan politik dalam konteks hukum positif adalah putusan politik.
4
 

Dalam arti kata paling nyata titik pertemuan antara politik dan hukum dapat dicari 

dalam bidang hukum tata negara (constitutional law) yang mempelajari segi formal 

dari struktur politik tertentu sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi yang ada serta 

peratu ran yang melengkapinya.
5
  

Melihat kedua kosa kata politik hukum, seolah-olah tertuju kepada arah sutu 

hukum yang ditetapkan melalui mekanisme yang baku sebagaimana ditentukan dalam 

konstitusi. Jika demikian, maka politik hukum yang demikian tidak lain suatu 

terjemahan dari Legal policy. Akan tetapi apakah politik hukum sama pengertiannya 

dengan politik pembangunan hukum atau politik pengembangan hukum. Apabila 

melihat kosa katanya yang berbeda, tentu antara pengertian politik hukum dan politik 

                                                 
2
Miriam Budiardjo juga menegaskan untuk melaksanakan tujuan,perlu ditentukan kebijakan 

umum (public policies) menyangkut pengaturan dan pembagian (distrubution) atau alokasi (alocation) dari 

sumber (resources) yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan perlu memiliki kekuatan (power) dan 

kewenangan (outhority) yang akan dipakai untuk membina kerjasama baik untuk menyelesaikan konflik 

yang mungkin timbul dalam proses politik. Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm 8.   
3
Ibid.  

4
Bintan R. Saragih, Politik Hukum...Op.cit, hlm. 15  

5
Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm 249-250.  
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pembangunan atau politik pengembangan hukum. Setidaknya politik pembangunan 

atau pengembangan hukum (political legal system) mempunyai arah dan dan cakupan 

yang lebih luas dari politik hukum sendiri. 

Sebagaimana halnya dengan hukum Islam yang merupakan sumber hukum 

materiil dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional, apakah upaya 

positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional telah menjawab keinginan umat 

Islam supaya dapat dikatakan telah diadopsi dengan baik. Di pihak lain apakah 

pemositivan hukum Islam perlu memperhatikan dasar filosofi sebagai landasan yang 

tidak dapat dikesampingkan. Artinya, jangan hanya berdalih dengan positivisasi 

hukum Islam dapat menjawab dan menylesaikan persoalan yang ada. Bahkan dengan 

pemositivan Hukum Islam tersebut, menjadikan beberapa hal yang sangat 

menyimpang dari kehendak awal hukum Islam sendiri. Upaya pomositivan hukum 

Islam yang materiil telah dilakukan oleh pemerintah, pada kenyataannya ditemui 

beberapa hal yang janggal ketika dioperasionalkan, disebabkan ketika dilaksanakan 

menggunakan hukum acara yang justru tidak selaras dengan aspek materiil dari 

hukum Islam tersebut. Sebagai contoh bidang hukum perkawinan bagai orang Islam 

yang sifat hukumnya masuk kategori hukum sensitif, ketika hukum acara di 

Pengadilan Agama digunakan hukum acara peradilan umum, yaitu HIR dan R.Bg, 

maka tidak dapat tidak, proses hukum yang harus ditempuh oleh orang Islam yang 

bersengketa bidang perkawinan mengikuti tatacara pembuktian secara formal 

sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata.
6
 Padahal pembuktian sengketa 

cerai dalam Islam tidak semuanya harus mengikuti prosedur formal. 

Mencermati asas cepat, biaya ringan yang ingin dicapai dalam hukum acara, 

maka khusus penyelesaian sengketa bidang perkawinan Islam, setidaknya telah 

bergeser dikarenakan masyarakat Islam yang menyelesaikan sengkata bidang 

perkawinan dan kewarisan, wasiyat, hibah, wakaf dan zakat, harus mengikuti 

prosedur dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. 

                                                 
6
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Peradilan Agama menyatakan Hukum Acara yang berlu di lingkungan Perdailan Agama adalah 

hukum acara yang berlaku di peradilan umum sepanjang tidak diatur dalam undang-undangan ini.  
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Berangkat dari pemikiran di atas, maka hal yang perlu diperhatikan dalam  

politik pembangunan hukum (legal development) atau pengembangan hukum Islam 

(legal building) tersebut ke dalam tata hukum nasional tidak cupup hanya terbatas 

pada formalisasi belaka, tetapi lebih jauh adalah bagaimana hakikat dan substansi 

hukum Islam tersebut tidak tergeser atau berkurang nilainya, disebabkan oleh 

formalisasi belaka.  

 

B. SEJARAH, PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM. 

Perjalanan hukum Islam dalam tata hukum nasional tidak terlepas dari politik 

hukum yang dikembangkan sejak Islam masuk nusantara. Secara historis sosiologis 

menurut sebagian kesimpulan para ahli sejarah Islam, bahwa Islam telah masuk ke 

Nesantara (Indonesia) sejak abad ke 13 Masehi, seiring dengan perkembangan pesat 

agama Islam dari Kota Madinah Al-Munawwarah.
7
 Namun pendapat lain ada yang 

menyatakan bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia mulai abad 

pertama hijriah atau abad ke 7 Masehi. Dengan kata lain dalam menentukan awal 

masuknya Islam ke Indonesia saja telah terdapat perdebatan, mengingat masing-

masing pendapat berdasarkan alasan dan argumentasi masing-masing.
8
  

Selain itu ada juga yang berpendapat berdasarkan fakta dan realita Islam yang 

ada di Indonesia, bahwa kedatangan dan masuknya Islam di Indonesia tidak melalui 

satu pintu, melainkan dari beberapa pintu masuk sesuai dengan karakter Indonesia 

yang terdiri dari negara kepulauan.
9
 Hal demikian dapat terlihat dengan pandangan, 

                                                 
7
Pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan abad ke VII dan VIII, selat Malaka 

sudah mulai dilalui pedagang muslim dalam pelayaran meraka ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia 

Timur. Pada abad tersebut diduga sudah ada masyarakat Musli di Sumatera. Perkembangan pelayaran dan 

perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin 

disebabkan oleh kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat, kerajaan Cina di Asia Timur dan 

kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. padaAbadke XIII berdiri kerajaan bercorak Islam di Aceh Utara, 

yaitu kerajaan Samudra Pasai. Lihat, Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, 

Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk. (Jakarta: UI 

Press, 1995), hlm. 32-33.    
8
Sri Edi Swasono dan K.H.O.Gajahnata, Masuknya  Islam di Sumatera Selatan, (Jakarta: UI Press, 

1986), hlm 25.   
9
Menurut Achmad Syafii Ma’arif Islam di Indonesia tidaklah menyimpang dari proses sejarah 

universal, sekalipun bila ditilik dari lokasi peta buminya, Indonesia merupakan suatu bangsa muslim 

pinggiran. Walaupun demikian satu hal sebagai keuntungan adalah secara praktis umat Islam Indonesia 
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pemahaman dan warna Islam antara satu pulau dengan pulau yang lain, bahkan antara 

satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai bukti nyata perbedaan tersebut mulai 

dalam lingkup ibadah mahdhah, hingga ibadah sosial serta furu’ atau cabang-

cabangnya.
10

  

Sejak awal kehadiran dan awal pengembangan Islam di Nusantara (Indonesia) 

diajarkan oleh para da’i atau pendakwah dari Timur Tengah yang berlatar belakang 

pedagang atau saudagar. Kemudian penyebaran Islam atau Islamisasi dipelajari, 

disosialisasikan berkembang oleh Muslim melalui berbagai cara, baik melalui 

lembaga dan ikatan perkawinan, melalui lembaga pendidikan, melalui lembaga 

lembaga tarikat yang ada, melalui seni, bahkan melalui lembaga-lembaga resmi yang 

dikembangkan oleh masyarakat Islam sendiri. Selain itu tidak kalah pentingnya 

adalah Islamisasi juga didukung oleh kekuasaan politik.
11

  

Membicarakan tentang politik pembangunan hukum, termasuk di dalamnya 

adalah pengembangan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tentu tidak terlepas 

dari pedoman dasar yang tercantum dalam konstitusi. Hukum Islam dilihat dari aspek 

positivisasi (siyasyah) sebagai norma atau kaidah hukum positif, bersumber pada 

sumber utama yaitu Syariah (Islamic Law) sebagai dalil naqli dan Fikih (Islamic 

Jurisprudence) sebagai dalil aqli sebagai hasil ijtihad manusia, dimana keduanya 

dikembangkan dan difomalisasikan ke dalam tata hukum nasional.
12

 Politik 

                                                                                                                                                 
belum pernah terlibat secara sungguh-sungguh dalam kontoversi filosofis-teologis muslim abad 

pertengahan di Timur Tengah dan sampai batas-batas tertentu di India dan Pakistan. Karena itu, lantaran 

belum terjerat pada suatu tradisi yang sangat mengikat, maka cukup beralasan bagi Islam di Indonesia 

untuk memulai suatu langkah yang segar bagi rekonstruksi sosio-politik dan moral Islam. Lihat, Achmad 

Syafii Ma’arif, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Ketatanegaraan, 

(Jakarta: LP3ES, 1996), hlm 3.  
10

Proses Islamisasi sesungguhnya secara kualitatif belum pernah mencapai tingkatnya yang 

sempurna, maka sebegitu jauh belum lagi mampu menggantikan sepenuhnya kepercayaan-kepercayaan dan 

tradisi-tradisi kultural lokal sebagai basis bagi organisasi sosial.....Ibid.   
11

Ahmad Sukardja,Piagam Madinah ….Op.cit.  
12

Ilmu hukum Barat yang dikembangkan, adalah memberi sejumlah jawaban atas pertanyaan 

tentang sifat hukum. Secara beragam menemukan sumber hukum pada perintah-perintah penguasa politik 

tertinggi, di dada para hakim, pada kekuatan bisu masyarakat yang berevolusi, atau pada kodrat alam itu 

sendiri. Di pihak lain bagi Islam, pertanyaan yang sama hanya menerima satu jawaban yang diberikan oleh 

kepercayaan agama. Hukum adalah perintah Tuhan dan fungsi jurisprudence (ilmu hukum) orang Islam, 

sejak semula diakui telah menemukan maksud dan esensi perintah Tuhan semata. Lihat, Noel J.Coulson, 

Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah: The History of Islamic Law, (Jakarta: P3M, 1987), hlm 87.        
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pembangunan hukum Islam dapat dilihat dari optik dan cara pandang dari berbagai 

aspek. Guna membangun dan memperkuat posisi hukum Islam dalam tata hukum 

nasional, perlu perbaikan dari sisi pendidikan (dalam arti luas) dan kelembagaan 

politik. Selain dari pada itu politik pembangunan hukum Islam dapat dilihat dari 

aspek pengembangan ekonomi sebagai substansi yang sangat penting untuk 

dikembangkan dan diperkuat keberadaannya.
13

 Ekonomi Islam yang telah digulirkan 

sejak awal masa Rasulullah saw, pada kenyataannya sekarang baru merasakan dan 

seolah tersadar sangat penting keberadaan dalam pengembangan ekonomi umat Islam 

dan masyarakat umum. Kekuatan politik hukum sangat menentukan eksistensi 

Ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai ekonomi alternatif belaka bila 

disandingkan dengan ekonomi konvensional, melainkan harus didudukkan sama dan 

mendapat perlakuan yang sama.
14

 

Suatu hal yang tidak dapat dibantah dalam perkembangan global, bahwa 

perkembangan hukum suatu negara tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan 

ekonomi dunia yang telah digagas oleh negara-negara yang berorientasi kapitalis, 

serta kekuatan NGO (Non Government Organization) atau Lambaga Swadaya 

Masyarakat dunia. Kekuatan negara dalam mengembangkan dan menentukan arah 

politik hukumnya tidak dapat asyik menikmati untuk dirinya sendiri, melainkan harus 

dikembangkan sejalan dengan perkembangan global. 

Ekonomi Islam pada kenyataan membawa prinsip yang elegan dengan 

menjunjung tinggi prinsip berniaga dan berdagang yang lebih fair dan adil dalam 

mengambil suatu keuntungan, dengan menghindari dari praktek curang dan 

mengeksploitasi pihak yang lemah, sementara pihak lain dapat mengambil 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan tenaga yang sepadan. Dengan 

                                                 
13

Dalam pandangan Sri Rejeki Hartono bahwa antara hukum dan ekonomi selalu bergerak 

dinamis, dimana secara umum tujuan ekonomi dan hukum tidak bertentangan. Jika hukum berbicara 

tentang harkat dan martabat manusia, maka ekonomi berbicara kesejahteraan. Bagi manusia dikatakan 

sejahtera, bila diukur adanya keadilan. Untuk mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi tersebut satua 

diantaranya adalah menata dan mengembangkan ekonomi dengan prinsip syariah. Rangkuman oleh penulis 

dari hasil perkuliahan Stara 3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Rabu 4 maret 

2009.   
14

Deliarnov, Ekonomi Politik, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2005) hlm 15.  
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politik hukum yang ditawarkan dan dikembangkan oleh syariah Islam dalam ekonomi 

Islam adalah hal yang benar-benar adil.
15

 

Suatu hal yang sangat menarik adalah bagaimana rambu-rambu politik 

pembangunan hukum Islam ke dalam hukum nasional, dimunculkan kepermukaan 

sebagai politik hukum negara tidak hanya terbatas formalisasi belaka. Lebih jauh dari 

hal tersebut adalah ketika politik pembangunan hukum Islam ke dalam tata hukum 

nasional nasional dikenal dengan istilah siyasyah, adanya harmoni yang baik dari 

aspek formalisasi (bentuk) dengan substansi (materi) yang dijadikan bagian tata 

hukum nasional.        

 

C. POLITIK PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM 

NASIONAL. 

Dalam konsep hukum positif, suatu aturan hukum yang sah merupakan hasil 

autorisasi dari suatu kekuasaan yang punya kewenangan untuk itu.
16

 Selain itu dalam 

pandangan lain menyatakan bahwa suatu hukum dinyatakan sebagai hukum positif 

apabila didasarkan pada peraturan yang lain yang lebih tinggi.
17

 Di pihak lain ciri 

hukum postif apabila perumusan normanya terdiri dari rumusan primer dan sekunder. 

Suatu implikasi umum, yakni peraturan atau tindakan yang sah tidak dapat 

ditolak secara hukum. Hal demikian dalam pandangan positivis apa yang disebut 

sebagai valid/sah secara hukum, atau dapat disebutkan peraturan tersebut bersifat 

mengikat. Namun apa artinya, apakah berarti terdapat kewajiban untuk mentaatinya. 

Dalam konteks hukum, nampaknya demikian pula. Tidak ada suatu badan hukum yg 

                                                 
15

Dalam pandangan Didin Hafiduddin, bahwa ekonomi yang Islami dapat dicapai, bila didukung 

oleh organisasi dan kepemimpinan yang baik. Artinya satu organisasi akan sehat jika dikembangkan 

dengan prinsip nilai-nilai yang bersumber dari agama, seperti nilai keikhlasan, nilai kebersamaan dan nilai 

pengorbanan. Lihat, Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), hlm 29-30.      
16

Pendapat Jhon Austin sebagai pengusung konsep positivis analitis menegaskan bahwa hukum 

identik dengan undang-undang. Hukum muncul karena keterkaitannya dengan negara, dimana hukum yang 

benar adalah hukum yang berlaku dalam negara. Hukum tidak ada kaitan dengan moral, hukum adalah 

hasil karya para pemikir hukum. Hukum bersifat ‘closed logical sistem’ . Tidak perlu ada bimbingan  

norma sosial, politik dan moral. Lihat, M.R. Zafer, Jurisprudence in Out line, (Kuala Lumpur: International 

Law Book Services, 1994), hlm 5.   
17

Hans Kelsen menolak hukum sebagai perintah (command), seperti dikatakan Jhon Austin, karena 

perintah adalah elemen psikologi yang ditolak Kelsen dalam teori hukum murninya. Ibid.   
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bebas untuk membuat suatu penilaian moral secara indefenden  terhadap validitas 

hukum atau mengabaikan suatu dokumen hukum yang sah. Dalam kontek yang lebih 

luas, kewajiban itu belumlah jelas maknanya, tetapi salah satunya dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang telah mengikat secara hukum untuk dipatuhi, tetapi apa ada 

kewajiban moralnya ? apakah tuntutan dari hukum yang valid sama dengan tuntutan 

dari moralitas. 

Pengangkatan Hukum Islam ke dalam produk legislasi sebagai hukum positif, 

pada asasnya adalah suatu produk politik.
18

 Sementara Daniel S.Lev menyatakan 

yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dari struktur 

kekuasaan politik.
19

 Artinya dalam proses pembahasan legislasi, tidak dapat dihindari 

terjadinya tarik menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam 

produk hukum. Namun demikian, perlu dicermati apakah pemositifan (syiyasah) 

ketentuan Hukum Islam dalam lingkup syariah dan fikih tidak mengaburkan makna 

dan hakikat Hukum Islam itu sendiri. 

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan 

atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian medan pembuatannya menjadi 

arena perbenturan dan pergumulan kepentingan. Selain itu badan atau lembaga 

pembuatnya mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam 

masyarakat. 

Karakteristik rumusan Hukum Islam menyangkut bidang syariah adakala pada 

situasi tertentu memerlukan bantuan negara untuk menguatkan eksistensinya. Begitu 

juga dalam lingkup muamalah, Islam membuka lebar campur tangan kekuasaan 

negara untuk melakukan pengaturan. Akan tetapi pengaturan oleh negara dalam 

bentuk hukum postif, harus sejalan dan tidak boleh keluar, atau bahkan menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariah dan pemikiran para ahli fikih. 

                                                 
18

Hukum adalah produk politik. Moh.Mahfud, MD,Politik Hukum di Indonesia, cetakan 

pertama,(Jakarta: LP3ES, 1998), hlm 2.  
19

Daniel S.Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, cetakan 

pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm xii. 
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Sebagai suatu ketentuan syariah yang telah membuat ketegasan dan pasti 

tentang suatu hal yang dihalalkan atau diharamkan, hendaknya jangan sampai norma 

hukum postif yang dilandasi pada aspek formalistik mengkesampingkan ketentuan 

maupun tahapan yang sebenarnya diwajibkan oleh syariah Islam. 

Apabila dikembalikan dengan perkembangan nilai dan prinsip Hukum Islam 

yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan hukum jauh sebelum kemerdekaan yang dalam lingkup internal setiap 

lingkungan masyarakat. Sepertinya Hukum Islam dapat beradaptasi dengan 

lingkungan masyarakat setempat yang dinamakan adat istiadat yang kemudian 

disebut sebagai hukum adat. Bahkan C.W.L. Van Den Berg dari hasil penelitiannya 

mengemukakan suatu teori yang disebut Receptio in Complexu menegaskan bahwa 

orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam 

keseluruhannya dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pada kenyataannya hukum 

Islam berlaku dan diterima secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat di 

Nusantara.
20

 Penegasan demikian dapat dibuktikan dengan persintuhan nilai-nilai 

keislaman dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat 

Minangkabau Sumatera Barat, dikenal ketentuan yaitu “Adat bersendikan syara’, dan 

Syara’ bersendikan Kitabullah”. Artinya, dalam tataran tertentu aturan yang berlaku 

dalam masyarakat, dihormati kekebaraannya sepanjang tidak kekuar dan bertentangan 

nilai yang berlaku dalam Hukum Islam. 

Di Pihak lain dalam pengembangan hukum Islam ke dalam tata hukum, 

berusaha diarahkan atau dibelokkan bahkan dibenturkan dengan konsep dan ideologi 

sekuler. Terbukti dengan munculnya teori receptie oleh Snouk Hurgroje yang 

kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan B. Ter 

Haar.
21

 Walaupun Snouck Hurgronje mengakui bahwa Islam adalah agama hukum 

dalam arti yang sebenarnya (Islam is a religion of law in the full meaning of the 

word”. Artinya, Islam selain mengandung norma hukum yang mengatur hubungan 

                                                 
20

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), hlm 295.  
21

Moh. Daud Ali,  Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hokum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Press 1993), hlm 13.   



 10 

manusia dengan Allah swt dan manusia dengan manusia tidak dapat diceraipisahkan. 

Namun berkat teori receptie yang dikembangkan oleh Snouk Hurgronje dapat 

mempengaruhi kebijakan dan politik Pemerintah Hindia Belanda, dimana 

pernyataannya yang terkenal, bahwa nilai Islam dan hukum Islam diterima dalam 

teori, pada kenyataannya sering dilanggar dalam prakteknya. Menurut Snouck 

Hurgronje, dalam masyarakat Islam di Indonesia (Nusantara) hukum Islam tersebut 

tidak berlaku, tetapi yang berlaku adalah hukum adat. Ke dalam hukum Adat memang 

telah masuk unsur-unsur hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

Dengan kata lain hukum yang berlaku tersebut bukan lagi sebagai hukum Islam, 

tetapi hal tersebut adalah hukum Adat.
22

 

Berpijak dari benturan pendapat teori Receptie yang dikembangkan oleh Snouck 

Hurgronje, telah dijadikan dasar oleh pemerintah (Pemerintah Hindia Belanda) untuk 

berusaha untuk menghambat perkembangan hukum Islam dalam masyarakat. Selain 

itu mempersempit ruang gerak hukum Islam muncul dalam bentuk hukum positif. 

Terbukti dengan politik hukum pemerintah di bidang hukum Islam yang dilaksanakan 

oleh Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) di wilayah Jawa Madura dan Luar jawa 

dan Madura. 

Meskipun pada kenyataannya, pasca kemerdekaan usaha menjadikan hukum 

Islam mendapat tempat dalam hukum positif Indonesia, namun hambatan seringkali 

muncul dari luar masyarakat Islam, maupun lingkungan intern masyarakat Islam di 

Indonesia. Kenyataan demikian tidak dapat dibantah sangat dipengaruhi oleh politik 

hukum yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang terinspirasi oleh 

teori receptie yang dikembangkan oleh Snouck Hurgroje. 

Suatu hal yang pantas untuk mendapat apresiasi, adalah sudah terbukanya 

kebijakan dan politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menerima 

hukum Islam dalam tata hukum melalui proses legislasi. Namun yang perlu dicermati 

adalah jangan sampai peluang dan kemudahan dalam proses legislasi, hukum Islam 

itu sendiri kehilangan makna dasar yang berpijak pada syariah Islam. Kewaspadaan 

                                                 
22

Ibid, hlm 27.  
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demikian perlu di jaga, jangan sampai proses legislasi dalem bentuk formal telah 

menggeser substansi hukum yang sebenarnya.            

 

D. HUKUM ISLAM SEBAGAI PRODUK LEGISLASI NASIONAL; 

Di Indonesia fase kodifikasi maupun kompilasi
23

 hukum Islam ke dalam hukum 

positif pada kenyataannya terjadi sejak kemerdekaan. Hal tersebut terbukti dengan 

lahirnya beberapa undang-undang yang mengangkat aspek hukum Islam. Masuknya 

hukum Islam ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ada yang langsung 

menyebut dan menggunakan istilah hukum Islam dan berlaku khusus bagi masyarakat 

Islam, maupun yang berlaku umum dengan memasukkan substansi hukum Islam. 

Satu hal yang menjadi catatan, pada kenyataannya setelah peraturan perundang-

undangan tersebut diberlakukan banyak terdapat kendala, terutama dari aspek 

substansi hukum Islam.
24

 

Beberapa contoh norma atau kaidah dalam hukum Islam yang substansinya 

diformalisasi menjadi aturan hukum positif adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta peraturan 

pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian 

Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 1990 Tentang Tatacara Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil; 

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana 

substansinya untuk menjamin kepentingan anak dan peradilan khusus anak, tidak 

terbatas pada penyelesaian perkara anak nakal dan anak terlantar, tetapi juga 

penyelesaian perkara perwalian, perkara pengangkatan anak, perkara anak sipil 

yang semuanya wajib disidangkan dalampengadilan anak yang ada pada 

pengadilan di lingkungan peradilan umum; 

                                                 
23

Kompilasi adalah penghimpunan hukum-hukum yang ada sebelumnya dalam bentuk hukum-

hukum itu dibuat menjadi hukum dengan pembuangan bagian-bagian yang telah dibatalkan dengan 

penggantian amandemen-amandemen dalam sebuah penyusunan yang bertujuan untuk memudahkan 

penggunaannya. Jazuni,..Op.Cit.hlm 336.    
24

Ibid hlm 396-400.    
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kejahatan Dalam Rumah tangga 

(KDRT), dimana secara substansial menghendaki adanya perlindungan pihak 

yang berada dalam lingkup keluarga mendapat perlindungan baik dari aspek 

pribadi, maupun dari aspek publik; 

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi 

Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dimana lembaga peradilan secara khusus di 

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai bagian dari sistem peradilan 

nasional dilakukan oleh mahkamah Syar’iyah;        

Sementara legislasi dari aspek produk formal dan substansi yang berlaku khusus 

bagi masyarakat Islam adalah: 

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana di dalam 

Pasal 49 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan 

menyelesaikan di tingkat pertama bagi orang Islam tentang sengketa perkawinan, 

kewarisan, wasiyat, wakaf, hibah dan sedekah; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana terdapat 

beberapa perubahan yang memperluas tentang kewenangan Pengadilan Agama 

dalam menyelesaikan sengketa di bidang pengelolaan zakat, serta sengketa di 

bidang ekonomi syariah; 

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, dimana setiap orang 

selaku warga negara dijamin kemerdekaannya untuk beribadah menurut 

agamanya masing-masing.
25

 Pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilaksanakan agar berjalan aman, tertib, 

lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan 

akuntabilitas publik. Potensi ekonomi yang sangat besar dalam penyelenggaraan 

ibadah haji, dibutuhkan penataan dan kerja keras dalam melayani setiap calon 

jemaah haji. Sebagai kegiatan yang mengandung potensi ekonomi, tentu 

                                                 
25

Lihat Konsiderans menimbang butir c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah haji.   
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membutuhkan strategi tertentu, apakah dalam penyelenggaraan hanya monopoli 

negara, atau perlu membuka peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam 

penyelenggaraan ibadah haji tersebut.  

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam 

pengelolaan zakat antara pemerintah dengan masyarakat diberi kesempatan yang 

sama melalui Lembaga Pengelola zakat (LPZ) yang terdiri dari badan Amil Zakat 

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kehadiran undang-undang tersebut 

bukan mengatur tentang substansi, ukuran benda yang dapat dizakati, melainkan 

melakukan penataan tentang pengelolaan dan pendayagunakan zakat yang didapat 

dari muzakki, untuk didistribusikan kepada penerima (mustahik) baik untuk 

konsumtif, maupun untuk tujuan produktif. Disadari sebelum adanya pengaturan 

oleh negara, banyak sekali potensi zakat sebagai kewajiban umat Islam yang tidak 

tergali dan belum termanfaatkan secara optimal; 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana sebagai lembaga 

sosial ekonomi yang dapat mendatangkan nilai tambah, wakaf perlu penataan dan 

administrasi yang lebih baik, guna memberi manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat. Perubahan pemahaman tentang konsep wakaf yang hanya terfokus 

pada benda tidak bergerak saja, tetapi dengan adanya legislasi wakaf dalam 

hukum nasional, setidaknya telah merobah paradigma dan cara pandang tentang 

objek wakaf serta tatacaranya pengelolaannya. Disadari bahwa titik lemah adalah 

pada pola pemanfaatannya. Legislasi yang telah dilakukan menempatkan wakaf 

untuk dimanfaatkan ke arah produktif merupakan keinginan ideal untuk dicapai. 

Serta ketentuan wakaf tunai telah membuat lompatan dalam lembaga perwakafan 

di Indonesia.  

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bertujuan 

untuk menempatkan penyelenggaraan perbankan syariah sejajar dengan bank 

konvensional, baik dari aspek regulasi, maupun keistimewaan berdasarkan 

karakteristik yang terdapat dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) melakukan pengkajian dan mehirkan 

fatwa sebagai payung hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. 

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor154 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah cara untuk 

melakukan penataan di bidang perkawinan dan bidang kewarisan bagi umat 

Islam. 

      Bertolak dari sudut pandang kebangsaan, apakah legislasi hukum Islam 

tidak menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan politik hukum untuk membuat 

unifikasi hukum. Melihat kenyataan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik 

dari suku, agama, adat istiadat dan sosial budaya, maka unifikasi hukum dari aspek 

formal dalam arti kata secara prosedural, sangat dimungkinkan untuk dilakukan. 

Namun bila ditinjau dari substansi hukum, maka unifikasi hukum sangat sulit untuk 

dilaksanakan.    

Pada kenyataannya bahwa legislasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional 

bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hukum umat Islam. Memang 

pada sisi lain produk hukum yang berlaku khusus bagi umat (pemeluk agama) 

tertentu kontradiktif dengan keinginan untuk mewujudkan unifikasi hukum dengan 

menghendaki dualisme atau pluralisme hukum.
26

 

Apabila dilihat dari pandangan lain, kebangkitan Islam di bidang politik 

dibarengi tuntutan pembangunan hukum yang lebih Islami dan dilakukan oleh orang-

orang yang meyakini bahwa syariahlah yang seharusnya memberikan ciri khas Islam 

pada negara dan rakyatnya. 

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum dalam bentuk 

formalisasi seperti undang-undang, pada prinsipnya telah memuat hukum materiil 

peradilan agama yang keberadaannya telah diakui dalam undang-undang. Kendati 

demikian penyusunan hukum materiil dalam bentuk kompilasi adalah sebuah jalan 

yang paling menguntungkan dibandingkan dengan cara membuatnya dalam bentuk 

undang-undang.  

                                                 
26

Jazuni, Op.Cit.  
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E. PENUTUP. 

Berangkat dari fokus penulisan sebagaimana telah diuraikan, maka kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Politik Pembangunan Hukum Islam dalam  Legislasi Hukum Nasional; 

Politik dalam pembangunan hukum nasional pada kenyataannya bersumber 

pada hukum Adat, hukum Islam dan hukum (eks) Barat. Pada kenyataan 

ketiganya mempunyai prinsip-prinsip dasar yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Disamping itu pula secara ideologi antara hukum Adat, hukum Islam dan 

hukum (eks) Barat mengusung ideologi yang berbada pula. Sehingga antara satu 

dengan yang lain tidak dapat dilihat dalam sisi pandangan yang sama. Hukum 

Islam sebagai dasar pandangan keyakinan yang bersumber pada agama Islam, 

tentu sangat sayak mendapat tempat dijadikan sebagai hukum positif dalam tata 

hukum nasional. Dalam proses penataan dalam legislasi ke dalam hukum 

nasional, sangat disadari terdapat beberapa penyesuaian dengan bingkai hukum 

positif yang mengutamakan aspek formalisme dan objektivisme. Namun hal 

tersebut hendaknya dalam melakukan penerapan hukum Islam tidaklah 

dipaksakan untuk menyesuaikan dengan aspek formalisme dan objektivitas, sebab 

dikhawatirkan dapat menghilangkan makna yang sesungguhnya dari norma yang 

akan dalam hukum Islam tersebut. 

    

2. Sinergitas Legislasi hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional: 

Proses pengundangan suatu aturan merupakan suatu hasil proses politik dari 

lembaga yang berwenang. Dalam legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional 

tentu mengikuti tanda dan simbol-simbol yang berlaku dalam konsep pemikiran 

positivistik. Sesuai dengan hakikat dalam hukum Islam yang pada prinsipnya 

dapat menerima dan menyesuaikan dengan corak lokal dimana hukum Islam 

tersebut diperlakukan, setidaknya tetap menjadi aspek hakikinya. Dalam 

melakukan pengundangan hukum Islam dalam tata hukum nasional perlu 

melakukan sinkronisasi dengan aturan yang sederajat atau dengan aturan yang 

lebih tinggi, baik menyangkut aspek substansi maupun aspek hukum formal baik 
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adminstrasi, maupun dari aspek peradilannya. Formalisasi hukum Islam dalam 

hukum nasional bukanlah untuk melakukan pengkotak-kotakan hukum yang 

berlaku di Indonesia, tetapi sesuai dengan aspek filosofi yang dijunjung tinggi 

adalah memberikan keadilan bagi masyarakat Islam untuk melaksanakan tatacara 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai keyakinan ajaran agama yang 

dianutnya.    
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